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ABSTRAK

Sofar, Dahnil. 2026. Penafsiran dan Akibat Hukum
Terhadap Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (UU
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia). Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah  Universitas Islam  Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini mengkaji penafsiran hukum oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor
114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Penjelasan Pasal 28 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Masalah utama dalam penelitian
ini dipicu oleh adanya frasa "atau tidak berdasarkan
penugasan dari Kapolri" yang dinilai sebagai "pasal karet"
dan memicu multitafsir serta salah pengertian di kalangan
masyarakat dan birokrasi. Ketentuan tersebut dianggap
memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki
jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun,
sehingga berpotensi menghidupkan kembali semangat
dwifungsi aparat keamanan di ranah sipil. Oleh karena itu,
skripsi ini bertujuan untuk menganalisis metode penafsiran
hukum yang digunakan hakim MK serta mengidentifikasi
akibat hukum pasca lahirnya putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini
adalah penelitian hukum normatif (legal research) dengan
pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),
pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang kemudian dianalisis menggunakan metode
preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dalam memutus perkara ini, Mahkamah Konstitusi dominan
menggunakan metode penafsiran gramatikal (bahasa) dan
konstitusional untuk menyatakan bahwa frasa penugasan
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tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena melampaui
fungsi penjelasan dan mencederai kepastian hukum. Namun,
penelitian ini juga mengkritisi bahwa MK cenderung
mengabaikan penafsiran sistematis-fungsional yang lebih
holistik, yang sebenarnya dapat mengakomodasi irisan fungsi
keahlian spesifik Polri yang masih dibutuhkan oleh lembaga
sipil tertentu.

Akibat hukum dari putusan MK ini adalah terjadinya
pematian seketika (instant nullification) yang berlaku erga
omnes terhadap daya laku frasa penugasan Kapolri tersebut,
sehingga anggota Polri aktif dilarang keras merangkap
jabatan di institusi sipil kecuali telah mengundurkan diri atau
pensiun. Di satu sisi, putusan ini memperkuat prinsip
pembatasan kekuasaan (/imitation of power) institusi
kepolisian, memulihkan hak pegawai sipil dalam sistem
merit, serta menertibkan administrasi keuangan negara terkait
beban ganda anggaran. Namun di sisi lain, akibat hukum
yang kaku ini menimbulkan gejolak administratif dan
kekosongan regulasi bagi ribuan personel aktif yang sedang
bertugas tanpa adanya masa transisi yang adil. Sebagai
rekomendasi, Pemerintah dan DPR diharapkan segera
merevisi UU Kepolisian dan menyinkronkannya dengan UU
ASN melalui perumusan "Matriks Jabatan Sipil" serta skema
"Status Non-Aktif Sementara" (secondment) sebagai jalan
tengah.

Kata Kunci: MK, POLRI, Penafsiran Hukum
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ABSTRACT

Sofar, Dahnil. 2026. Legal Interpretation of Constitutional
Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025 (Law Number
2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National
Police). Thesis of the Constitutional Law Study Program,
Faculty of Sharia, State Islamic University, K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.

This study examines the legal interpretation used by the
Constitutional Court (MK) in Decision Number 114/PUU-
XXII1/2025, which reviewed the Clarification of Article 28
Paragraph (3) of Law Number 2 of 2002 concerning the
National Police of the Republic of Indonesia. The primary
issue in this research was triggered by the phrase "or not
based on an assignment from the Chief of National Police,"
which was deemed an ambiguous "elastic clause" that
sparked misinterpretations among the public and the
bureaucracy. This provision was considered to create a
loophole allowing active police officers to occupy civil
positions without resigning or retiring, thereby potentially
reviving the spirit of the "dual function"” (dwifungsi) of
security forces within the civilian realm. Consequently, this
thesis aims to analyze the legal interpretation methods
applied by the Constitutional Court justices and identify the
legal consequences following the issuance of the decision.

The research method applied in this thesis is normative
legal research, utilizing a statutory approach, a case
approach, and a conceptual approach. The legal materials
were collected through library research, encompassing
primary, secondary, and tertiary legal sources, which were
subsequently examined using a prescriptive analytical
method. The findings reveal that in deciding this case, the
Constitutional Court predominantly employed grammatical
and constitutional interpretation methods to declare that the
assignment phrase contradicted the 1945 Constitution, as it
exceeded the proper function of a clarification section and
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undermined legal certainty. However, this study also
critiques the Court for overlooking a more holistic
systematic-functional interpretation, which could have
accommodated the overlapping specific expertise of the
police force that remains necessary for certain civilian
institutions.

The legal consequence of this Constitutional Court
decision is the instant nullification, applying erga omnes, of
the enforceability of the phrase regarding police chief
assignments, thereby strictly prohibiting active police officers
from holding dual positions in civilian institutions unless they
have resigned or retired. On one hand, this decision
strengthens the principle of the limitation of power within the
police institution, restores the rights of civil servants under
the merit system, and regulates state financial administration
regarding dual budget burdens. On the other hand, this rigid
legal consequence creates administrative turbulence and
regulatory vacuums for thousands of active personnel
currently on duty without a fair transition period. As a
recommendation, the Government and the House of
Representatives (DPR) are expected to immediately revise
the Police Law and synchronize it with the Civil Servant
(ASN) Law by formulating a restrictive "Civil Position
Matrix" and a temporary non-active scheme (secondment) as
a middle ground.

Keywords: MK, POLRI, Legal Interpretation
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uji materiil atas Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia di Mahkamah Konstitusi menghasilkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
Dalam keputusan tersebut, dinyatakan bahwa ungkapan
“atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam
Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.!

Dalam analisis hukum yang disampaikan oleh
majelis hakim, dinyatakan bahwa inti permohonan yang
diajukan oleh para pemohon telah memiliki alasan yang
kuat secara hukum bagi keseluruhannya. Di mana
penekanan dari ungkapan dalam Penjelasan Pasal 28 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara menyeluruh
dipahami bahwa, “anggota Polri hanya dapat menduduki
jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau
pensiun dari dinas kepolisian”.?

Seiring berjalannya waktu, keputusan ini malah
menyebabkan salah pengertian di kalangan masyarakat

! Mahkahamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 114/PUU-
XXI11/2025 (2025). 183

2 Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 114/PUU-XXII1/2025
(2025). 180



dan sebagian birokrasi, yang mengartikan keputusan ini
sebagai pelarangan total bagi anggota Polri yang masih
aktif untuk menjabat di posisi manapun di institusi lain.?
Padahal Polri seharusnya tetap memiliki keahlian spesifik
(seperti intelijen keamanan atau pemberantasan narkoba)
yang dibutuhkan oleh lembaga sipil. Artinya, ini
merupakan pertimbangan logis bahwa Polri diperlukan
untuk melakukan penugasan di luar wilayah kepolisian.

Para pakar Hukum Tata Negara dan pihak kepolisian
berargumen bahwa putusan ini bersifat prospektif yang
berarti berlaku ke depan dan tidak membatalkan jabatan
yang sedang diduduki oleh anggota Polri aktif saat ini di
berbagai kementerian atau lembaga.* Fakta lain bahwa jika
mengganakan asas hukum /lex specialis, ada argumen
bahwa penempatan anggota Polri aktif tetap sah
berdasarkan aturan hukum lain yang lebih spesifik yang
merujuk pada Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023
tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017. Selama UU ASN belum dibatalkan oleh MK, maka
pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri pada "jabatan
tertentu" dianggap masih memiliki basis legalitas yang
kuat.

Kajian mengenai penafsiran hukum terhadap
Putusan MK No. 114/2025 menjadi sangat krusial karena
menyangkut supremasi hukum atas kepentingan politik.>
Jika untuk memastikan bahwa penugasan tersebut tetap
dalam kerangka fungsi keamanan nasional yang melekat

3 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). 104

4 Polres PPU, “Pakar HTN Tegaskan Putusan MK Nomor
114/PUU-XXI11/2025 Bersifat Prospektif Dan Tidak Berlaku Surut,”
2025.

5 Susi Dwi Harijanti, Transformasi Konstitusi Indonesia: Dari
Klasik Ke Kontemporer (Bandung: Citra Aditya Baktii, 2022). 78



pada Polri, sehingga tidak dianggap sebagai "perangkapan
jabatan sipil" yang dilarang. Maka, pentingnya analisis
terhadap putusan ini juga terletak pada upaya untuk
mencegah kerusakan sistem penegakan hukum di masa
depan. Dengan adanya batasan yang jelas, aparat
kepolisian diharapkan dapat bekerja lebih profesional
sebagai pelayan keadilan bagi masyarakat. Penafsiran
hukum MK ini memberikan arah baru bagi reformasi
regulasi kepolisian yang lebih berkeadilan dan akuntabel.®
Diperlukan suatu kajian akademis yang mendalam
untuk mengurai kekisruhan penafsiran ini, menempatkan
putusan pada proporsi hukum yang sebenarnya, dan
menganalisis dampak riilnya terhadap praktik penempatan
anggota Polri ke depan. Oleh karena itu, penelitian dengan
judul  “PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-XXII1/2025”.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan
penelitian yang ingin penulis angkat adalah:

1. Bagaimana metode penafsiran hukum yang digunakan
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114
Tahun 2025 terhadap penghapusan frasa “atau tidak
berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Undang-
Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum pasca putusan MK Nomor
114 tahun 2025 terhadap kepastian hukum dan
penguatan prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of
power) pada institusi Kepolisian di Indonesia?

¢ Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia: Dialektika
Konstitusionalisme (Jaakarta: Rajawali Press, 2021). 132



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang
telah dipaparkan diatas, tujuan dari penulisan penelitian
ini adalah:

1. Menganalisis dan menjelaskan metode penafsiran
hukum yang diterapkan oleh hakim Mahkamah
Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 114 Tahun
2025, khususnya terkait norma yang dianggap
multitafsir dalam UU Polri.

2. Mengidentifikasi akibat hukum pasca lahirnya putusan
tersebut terhadap tatanan hukum nasional, kepastian
hukum, dan mekanisme kontrol terhadap kewenangan
koersif kepolisian.

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Kegunaan secara teoritis
Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman akademis terhadap kejelasan
batasa kwenangan Polri. Serta dapat memberikan
kacamata  pandang  baru  mengenai  system
ketatanegaraan di aspek keamanan serta kedauaatan
rakyat.
2. Kegunaan secara praktis
Secara praktis, penelitian ini mempunyai
kegunaan sebagai bentuk perlindungan hak dan
kesamaan warga negara di mata hukum dengan melihat
perihal kwenangan aparat negara dalam bertinndak
sebagai pegawai sipil.



E. Kerangka Teoritik
1. Teori Penafsiran Hukum

Teori Penafsiran Hukum (Legal Interpretation)
menjadi instrumen fundamental dalam memahami
bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi memberikan
makna terhadap norma yang dianggap multitafsir dalam
Putusan MK Nomor 114 Tahun 2025. Melalui metode
gramatikal, hakim berusaha memahami makna kata-
kata dalam UU Polri sesuai dengan kaidah bahasa
hukum yang berlaku saat ini. Penafsiran ini sangat
krusial karena tanpa adanya pemaknaan yang tepat,
sebuah undang-undang dapat kehilangan ruh keadilan
substantifnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi
bertindak sebagai otoritas final yang menjamin bahwa
penafsiran undang-undang selalu berorientasi pada
kemaslahatan publik dan perlindungan konstitusional.’

Lebih lanjut, metode penafsiran sistematis
digunakan untuk menghubungkan satu pasal dengan
pasal lainnya dalam ekosistem hukum nasional agar
tidak terjadi kontradiksi norma. Hakim tidak hanya
melihat satu frasa secara terisolasi, melainkan harus
melihat keterkaitannya dengan perlindungan hak asasi
manusia yang diatur dalam UUD 1945. Penafsiran ini
bertujuan untuk menjaga konsistensi hukum sehingga
aparat penegak hukum tidak memiliki celah untuk
menafsirkan kewenangan mereka secara sepihak.
Proses ini membutuhkan ketelitian intelektual agar
makna yang dihasilkan benar-benar merefleksikan
kehendak konstitusi yang tertinggi.®

7 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta:
Rajawali Pers, 2022). 297

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta:
Kencana Prenada Meia Group, 2022). 92



Selain metode tersebut, penafsiran teologis atau
sosiologis juga diterapkan untuk melihat tujuan
kemasyarakatan dari sebuah regulasi di tengah
dinamika zaman yang terus berubah’. Mahkamah
Konstitusi dalam memutus perkara ini tentu
mempertimbangkan dampak sosiologis jika sebuah
frasa dalam UU Polri tetap dibiarkan tanpa batasan
yang jelas. Hakim berupaya menangkap nilai-nilai
keadilan yang hidup dalam masyarakat guna
memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu
memberikan perlindungan yang nyata. Penafsiran jenis
ini melampaui teks tertulis (eksperesi tekstual) dan
menggali lebih dalam mengenai spirit atau maksud
awal dari pembentukan hukum tersebut.

Terakhir,  penafsiran  konstitusional  yang
dilakukan oleh MK berfungsi sebagai sarana untuk
melakukan harmonisasi hukum di tingkat yang paling
fundamental. Setiap produk undang-undang yang lahir
dari proses politik di legislatif harus tunduk pada
interpretasi MK yang bersifat final dan mengikat (erga
omnes). Penafsiran ini memberikan arah bagi aparat
penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam
menjalankan tugas operasionalnya agar tetap berada
dalam koridor yang konstitusional. Tanpa fungsi
interpretasi ini, ketidakpastian hukum akan terus
membayangi sistem penegakan hukum di Indonesia dan
berpotensi memicu ketidakteraturan sosial. Oleh karena
itu, teori penafsiran hukum dalam penelitian ini
diposisikan sebagai pisau analisis utama untuk
membedah ratio decidendi hakim dalam melahirkan

° Satjipto Rahardjo, IImu Hukum: Dinamika Kehidupan Hukum
Nasional (Bandung: Citra Aditya Baktii, 2021). 140



kepastian hukum melalui Putusan MK Nomor 114

Tahun 2025.

F. Penelitian yang Relevan

No| Judul Penelitian | Metode dan Teori Kesimpulan

yang digunakan

1. [Fadli Ramadhanill Penelitian ini | Penelitian ini
(2020) menggunakan  teori | mengkaji batasan
“Konstitusionalitas | konstitusionalisme kewenangan
Kewenangan daan HAM dengan | kepolisian agar tidak
Kepolisian  dalam| menggunakan metode | mencederai hak
Sistem  Peradilan| penelitian hukum | konstitusional warga
Pidana: Analisis| normatif dengan | negara. Penulis
Putusan Mahkamah| pendekatan kasus | menekankan bahwa
Konstitusi”!? (case approach). setiap diskresi

kepolisian harus
memiliki standar
operasional yang
ketat untuk mencegah
abuse of power.

2. |Zainal Arifin | Penelitian ini | Fokus pada metode
Hoesein  (2022) | menggunakan teori | rechtsvinding  yang
dalam penemuan hkum dan | digunakan hakim
penelitiannya interpretasi  hukum | MK, termasuk
yang berjudul | dengan menggunakan | penafsiran sistematis
“Metode metode penelitian | dan teologis.
Penemuan Hukum | hukum normatif | Penelitian ini relevan
oleh Hakim | dengan pendekatan | karena =~ membedah
Mahkamah konseptual bagaimana MK

10 Fadli. Ramadhanil, “‘Konstitusionalitas Kewenangan Kepolisian

Dalam Sistem Peradilan Pidana:

Analisis

Putusan Mahkamah

Konstitusi.,”” Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi 17, no. 2 (2020): 245-68.




Konstitusi dalam
Menguji Undang-
Undang”!!

(conceptual
approach)

pendekatan
perundang-undangan

dan

melakukan ijtihad
hukum untuk
melampaui teks

tertulis demi keadilan

(statute approach). substantif
Siti Fatimah | Penelitian ini | Menjelaskan
(2023) melalui | menggunakan teori | pentingnya
kajiannya  yang | negara hukum dan | mekanisme  checks
berjudul “Prinsip | pembatasan and balances antara
Pembatasan kekuasaan ~ dengan | yudikatif dan
Kekuasaan menggunakan metode | lembaga penegak
(Limitation of | penelitian kualitatif- | hukum. Penelitian ini
Power) dalam | normatif dengan | mendukung argumen
Penegakan teknik analisis | Anda bahwa
Hukum Pasca | deskriptif-analitis. penghapusan  frasa
Putusan multitafsir adalah
Mahkamah bentuk konkret
Konstitusi”!? pembatasan
kekuasaan secara
legal-formal.
Ahmad Munir | Penelitian ini | Menganalisis
(2024) yang | menggunakan teori | bagaimana putusan
berjudul kepastian hukum dan | MK yang bersifat
“Implikasi Yuridis | hirarki norma dengan | final dan mengikat
Putusan Erga | menggunakan metode | memaksa adanya
Omnes penelitian hukum | reformasi regulasi di
Mahkamah normatif-sinkronis. internal Polri.

1" Zainal Arifin. Hoesein, “‘Metode Penemuan Hukum Oleh

Hakim Mahkamah Konstitusi

Legislasi Indonesia 19, no. 1 (2022): 12-25.
12 Siti Fatimah, “‘Prinsip Pembatasan Kekuasaan (Limitation of

Power) Dalam Penegakan

Hukum Pasca

Dalam Menguji Undang-Undang.,

Putusan

999

Mahkamah

Konstitusi.,”” Jurnal Hukum Tata Negara 6, no. 3 (2023): 401-15.




Konstitusi Penelitian ini relevan
terhadap dengan rencana
Reformasi analisis Anda di Bab
Regulasi v mengenai
Kepolisian™!? implikasi yuridis
pasca lahirnya
putusan.
Febrian, dkk. | Penelitian ini | Membahas peran MK
(2021) dengan | menggunakan teori | dalam  meluruskan
judul demokrasi dengan | regulasi yang
“Independensi menggunakan metode | dipengaruhi oleh
Mahkamah penelitian hukum | dinamika politik
Konstitusi sebagai | sosiologis-normatif. praktis agar kembali
Guardian of sesuai dengan ruh
Constitution konstitusi. Hal ini
dalam  Menjaga sejalan dengan latar
Demokrasi”!4 belakang  proposal
Anda yang menyoroti
supremasi hukum
atas kepentingan
politik.

Melalui [literature review yang penulis ambil,

kebaruan penelitian (novelty) dalam skripsi ini terletak
pada fokus analisis yang aktual terhadap Putusan MK
Nomor 114 Tahun 2025 sebagai objek primer
penelitian. Berbeda dengan penelitian-penelitian
terdahulu yang lebih banyak mengkaji UU Polri secara

13 Ahmad Munir, “‘Implikasi Yuridis Putusan Erga Omnes

995

Mahkamah Konstitusi Terhadap Reformasi Regulasi Kepolisian.,

Masyarakat Indonesia 10, no. 4 (2024): 88—102.

14 dkk. Febrian, “‘Independensi Mahkamah Konstitusi Sebagai
Guardian of Constitution Dalam Menjaga Demokrasi.,”” Hukum
Respublica 21, no. 1 (2021): 55-74.
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umum atau putusan-putusan lama, penelitian ini secara
spesifik membedah dampak dari penghapusan frasa-
frasa "karet" yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah
Konstitusi.

G. Metode Penelitian
Secara filosofis, penelitian hukum berarti merupakan
sebuah upaya mencari kebenaran hakiki akan gejala
yuridis dan fakta empiris yang ada. Penelitian hukum yang
merupakan proses bertindak dan berfikir logis serta
sistematis berguna untuk mengentahui kebenaran yang ada
dan bisa bermanfaat bagi kehidupan sosial. Untuk
memperoleh hasil penelitian yang maksimal maka
menentukan metode penelitiandalam melakukan penelitian
adalah suatu hal yang penting. Oleh karena itu, penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian 1ini merupakan penelitian hukum
normatif (legal research), yakni penelitian yang
memfokuskan kajiannya pada inventarisasi hukum
positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi hukum
secara vertikal dan horizontal'>. Dalam konteks ini,
penulis  melakukan analisis terhadap  Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 114 Tahun 2025 sebagai
objek primer. Penelitian hukum normatif dipilih karena
permasalahan yang diangkat berkaitan dengan
pengujian norma perundang-undangan terhadap
konstitusi.'6

15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Revisi (Jakarta:
Kencana, 2022). 13

6 Sri Soekanto, Soerjono & Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). 35
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2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan kasus (case approach),
dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah UU Polri dan UUD 1945, sedangkan
pendekatan kasus difokuskan pada analisis terhadap
ratio decidendi Putusan MK No. 114 Tahun 2025.
Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah
pandangan-pandangan hukum mengenai pembatasan
kekuasaan negara dan perlindungan hak rakyatBahan
hukum penelitian
Disini penulis menggunaan 2 jenis sumber data
penelitian yang digunakan, yaitu:
a. Bahan hukum primer
Sumber hukum primer merupakan bahan yang
bersifat mengikat meliputi peraturan perundang-
undangan, catatan resmi atau putusan pengadilan
yang semuanya bermuara pada konstitusi.'® Bahan
hukum primer tersebut meliputi UUD 1945, UU
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta Putusan
MK Nomor 114 Tahun 2025. Sumber-sumber ini
menjadi dasar utama dalam melakukan analisis
yuridis dan teologis terhadap isu penghapusan frasa
dalam regulasi kepolisian Indonesia.

17 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif (Malang: Banyumedia, 2021). 300

'8 Rusdin. Tahir et al., Metodologi Penelitian Bidang Hukum:
Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik, PT. Sonpedia Publishing Indonesia,
2023, 103.
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b. Bahan hukum sekunder dan tersier
Penulis  menggunakan  sumber  hukum
sekunder melalui bahan yang didapat dari publikasi
hukum seperti artikel ilmiah, jurnal hukum, buku-
buku, skripsi, proseding ilmiah, dan ensiklopedia
hukum atau bahan hukum tertulis lainya.!
Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus
hukum, kamus bahasa Arab-Indonesia, dan
ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan
terhadap istilah-istilah teknis dalam hukum Islam
dan hukum tata negara.
3. Teknik pengumpulan bahan hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan
melalui studi kepustakaan (library research) dengan
mengumpulkan dan mengolah bahan tertulis yang
relevan®’. Dengan menggunakan teknik inventarisasi,
klasifikasi, dan kategorisasi. Penulis menginventarisir
data dan informasi teoritis dari berbagai litaeratur
seperti buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, dokumen
resmi, dan website resmi yang berkaitan dengan
permasalahan penilitian yang hendak penulis angkat.
Untuk selanjutnya diklasifikasikan dan
dikategorisasikan sesuai dengan isu penelitian hukum
4. Teknik analisis bahan hukum
Bahan yang terkumpul kemudian dianalisis
menggunakan metode perskriptif analitis?!, yaitu
menjabarkan prinsip hukum umum untuk kemudian
ditarik ke dalam fakta hukum spesifik pada Putusan

19 Tka Atika, Metode Penelitian Hukum (Jawa Barat: Penerbit
Haura Utama, 2022), 69.

20 Tahir, Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan
Teori Dan Praktik, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. 112

2 Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam
Penelitian Hukum,” Law Review V, no. 3 (2022): 85-97.
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MK No. 114 Tahun 2025. Dengan mengkritisi
permasalahan melalui analisis sumber data yag ada
menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan penulis.
Dan pada kesimpulanya dari uraian permasalahan yang
ada bertujuan untuk memberikan argumentasi benar
atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum
terhadap fakta yang ditemukan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan dengan jelas mengenai
penelitian yang ingin penulis lakukan, secara rinci penulis
menguraikan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab pertama ini penulis
memaparkan mengenai latar belakang masalah dari tema
yang ingin penulis teliti dan perumusan masalah yang
akan dikaji. Selanjutnya penulis menguraikan mengenai
manfaat dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritik
yang digunakan. Kemudian meninjau mengenaipenelitian
yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, pada bab kedua penulis
menguraikan tinjaun teoritis secara mendalam mengenai
teori yang digunaakan untuk menganalisis masalah.

BAB III Hasil penelitian, bab ini menguraikan
bagaimana metode penafsiran hukum yang dilakukan oleh
hakim dalam membuat Keputusan.

BAB IV Pembahasan penelitian, Penulis melakukan
analisis akibat hukum yang terjadi pasca lahirnya putusan
MK Nomor 114 Tahun 2025.

BAB V Penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan
yang ditarik dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya
sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, penulis
juga memberikan saran-saran praktis maupun akademis
dan bagi pihak-pihak terkait.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara
Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dominan menggunakan
metode penafsiran gramatikal (bahasa) dan konstitusional.
Melalui pendekatan ini, MK secara tegas memaknai teks
Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian dan
menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari
Kapolri" bertentangan dengan UUD 1945 karena
memperluas norma pokok dan membuka celah
penyelundupan hukum bagi anggota Polri aktif untuk
menduduki  jabatan sipil. Namun, penelitian ini
menemukan bahwa MK mengabaikan penafsiran
sistematis-fungsional yang lebih holistik. Padahal, jika
penafsiran sistematis digunakan dengan mengaitkan UU
Kepolisian, UU ASN, dan kebutuhan strategis keamanan
nasional, MK dapat melihat bahwa terdapat irisan fungsi
keahlian spesifik Polri (seperti intelijen dan narkotika)
yang tetap dibutuhkan oleh lembaga sipil tertentu seperti
BNN dan BNPT.

Akibat hukum dari putusan yang menggunakan
penafsiran gramatikal-kaku ini adalah terjadinya pematian
seketika (instant nullification) yang berlaku erga omnes
terhadap daya laku frasa penugasan Kapolri tersebut.
Konsekuensinya, pintu diskresi administratif Kapolri
ditutup rapat, dan anggota Polri aktif dilarang keras
merangkap jabatan di institusi sipil kecuali telah
mengundurkan diri atau pensiun. Di satu sisi, hal ini
memperkuat prinsip limitation of power (pembatasan
kekuasaan) institusi kepolisian, mencegah

75
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bangkitnya  kembali  semangat  dwifungsi, serta
memulihkan hak pegawai sipil dalam sistem merit. Namun
di sisi lain, akibat hukum yang destruktif ini menimbulkan
gejolak administratif dan kekosongan regulasi karena tidak
memberikan masa transisi  yang adil (legitimate
expectation) bagi ribuan personel aktif yang sedang
bertugas, serta berisiko mengganggu stabilitas pelayanan
publik di lembaga sipil yang mengandalkan keahlian
kepolisian.

. Saran

Di masa mendatang, dalam menguji norma yang
berkaitan dengan manajemen aparatur negara dan fungsi
kelembagaan multidimensional, MK disarankan tidak
hanya terpaku pada penafsiran gramatikal yang
menghasilkan putusan pembatalan total secara kaku. MK
seharusnya lebih progresif menggunakan penafsiran
sistematis-fungsional dengan mengeluarkan putusan
Inkonstitusional Bersyarat (conditionally
unconstitutional). Melalui skema ini, MK dapat
memberikan panduan eksplisit mengenai batas transisi
yang bijaksana (misalnya 2-3 tahun) serta mendorong
perbaikan regulasi tanpa harus mencederai hak-hak
individu  atau  menciptakan  kekosongan  fungsi
kepegawaian yang mendadak.

Pemerintah (Kemenpan-RB) dan DPR perlu segera
menindaklanjuti putusan ini dengan melakukan revisi
terbatas terhadap Undang-Undang Kepolisian dan
mengharmonisasikannya secara sinkron dengan UU ASN.
Perlu dirumuskan sebuah regulasi baru yang memuat
"Matriks Jabatan Sipil" yang bersifat limitatif, serta
melegalisasi skema "Status Non-Aktif Sementara"
(secondment). Skema ini menjadi jalan tengah agar
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keahlian spesifik Polri tetap dapat diperbantukan pada
instansi sipil (seperti BNN atau BNPT) secara akuntabel,
namun status kepangkatan aktifnya dibekukan sementara
demi menjaga kemurnian institusi sipil dari garis komando
kepolisian.

Kapolri beserta jajaran manajemen SDM Polri harus
segera melakukan restrukturisasi massal terhadap regulasi
internal penugasan personel. Polri perlu menyusun grand
design karir yang jelas bagi anggotanya, sehingga personel
yang memiliki keahlian strategis dan ingin mengabdi di
ranah sipil dapat diberikan pilihan jalur pengunduran diri
atau alih status kepegawaian yang berkepastian hukum,
tanpa harus kehilangan hak masa depan mereka seperti
hak pensiun secara sepihak.

Penelitian ini berfokus pada penafsiran hukum
normatif terhadap Putusan MK No. 114/2025. Peneliti
selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian hukum
empiris atau sosiologis guna melihat dampak riil pasca-
eksekusi putusan ini terhadap kinerja lembaga-lembaga
sipil tertentu (seperti BNN, BNPT, atau kementerian)
pasca-penarikan atau pengunduran diri massal personel
kepolisian aktif di lapangan.
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